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       Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif 
terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya. 
       Data penelitian dihimpun melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Lalu 
data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui 
pola pikir deduktif yakni menguraikan teori ija>rah, UU RI No. 8 Tahun 1999 (pasal 
4, 5, 6, dan 7), dan KUH Per (pasal 1243 dan 1365) untuk menganalisis pembatalan 
sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya.  
       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 
faktor yaitu kesalahan teknis (error) pada sistem aplikasi Go-Jek, order asli, dan 
adanya order fiktif. 3 faktor tersebut sangat merugikan driver baik segi tenaga, 
financial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan performa menurun. 
Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan melanggar dalam 
hukum positif. Karena dari adanya pembatalan sepihak sangat merugikan pihak 
lain yaitu driver. Para ulama menjelaskan bahwa ija>rah (sewa-menyewa maupun 
upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat 
hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara mu’jir (konsumen) dan musta’jir 
(driver). Dijelaskan pula di UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku 
usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Maka ketika 
driver tidak mendapatkan haknya, ia dapat menuntut ganti rugi kepada konsumen 
menggunakan pasal 1365 KUH Per. 
       Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada kantor Go-Jek disarankan : 
Pertama, dalam pemberian ganti rugi kepada driver yang mengalami pembatalan 
sepihak sebaiknya cepat diproses secara merata. Kedua, perbaikan server untuk 
mengantisipasi terjadinya error pada sistem yang dapat memicu cancel otomatis 
(tidak dilakukan baik oleh konsumen maupun driver). Ketiga, Adanya tindakan 
tegas dari PT. Go-Jek terhadap konsumen yang telah melakukan pembatalan 
sepihak. Bentuk perlindungan bisa seperti diwajibkan membayar setengah harga 
dari total yang dipesan atau akun konsumen dapat diblock untuk beberapa waktu 
supaya tidak bisa menggunakan layanan pada aplikasi Go-Jek. Kepada Driver 
disarankan dapat menuntut jika mengalami kerugian atas pembatalan sepihak yang 
dilakukan konsumen dengan menggunakan pasal 1365 KUH Per. Dan kepada 
konsumen (masyarakat) disarankan : Pertama, lebih peduli terhadap pelaku usaha 
(driver). Kedua, mengesampingkan ego dan kebutuhan pribadi. Ketiga, melakukan 
pembayaran sesuai nominal yang disepakati. Keempat, tidak melakukan penipuan 
melalui order fikti
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A. Latar Belakang Masalah 
       Dalam perkembangan waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan 
jasa mengalami perubahan. Dulunya harus memesan di tempat, sekarang 
dengan menggunakan kecanggihan teknologi handphone seseorang dapat 
memenuhi kebutuhannya. Adanya aplikasi Go-Jek sangat membantu 
seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi Go-Jek 
terdapat berbagai layanan, meliputi Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, 
Go-Pulsa, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tix, Go-Box, Go Massage, Go-Clean, Go-
Glam, Go-Auto, Go-Med, Go-Pay, Go-Bills, dan Go-Point.1 
       Dalam aplikasi Go-Jek terkandung unsur akad. Akad berarti ‘ikatan’ 
(pengencangan/penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik 
ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua 
sisi.2 Menurut fuqaha Malikiyah, Syafiyyah, dan Hanabilah, akad memiliki 
dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum, lebih dekat dengan 
pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha. 
       Pengertian umum, yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang 
untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, 
pengguguran hak, talak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua 
                                                          
1 Go-Jek, “Tentang Go-Jek”, dalam https://www.go-jek.com, diakses pada 18 Oktober 2017. 
2 Wahbah az- Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adalatuhu dalam Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 
Wa Adalatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420. 


































kehendak dalam menciptakannya seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan 
dan jaminan. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika 
membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) 
dengan qabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap 
objeknya.3 
       Aplikasi Go-Jek merupakan aplikasi yang menyediakan layanan jasa, 
dalam Islam dapat disebut ija>rah bil manfa’ah, karena terdapat manfaat yang 
diambil dengan jalan penggantian. Manfaat bukan hanya berbentuk manfaat 
barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai), 
bukan hanya berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja 
bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. 
Namun manfaat juga dapat berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang 
mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.4 
       Semakin banyaknya pengguna aplikasi Go-Jek oleh masyarakat, semakin 
banyak pula terjadi permasalahan driver Go-Jek khususnya pada layanan Go-
Food. Terjadi praktik pembatalan sepihak oleh konsumen dikarenakan 
konsumen meng-cancel pesanan, yang dengan begitu tidak membayar 
makanan atau minuman yang sudah ia pesan. Secara ekonomi, hal tersebut 
merugikan driver Go-Food karena telah membelikan makanan atau minuman 
yang konsumen pesan dengan menggunakan uang pribadi mereka, namun 
tidak ada ganti rugi yang ia dapatkan.  
                                                          
3 Ibnu Abidin, Majalah al-Ahkaam al-‘Adliyyah dan Raddul Muhtaar (Beirut Lebanon : Darul 
Kutub Al-Ilmiyah, 1876), 355. 
4 Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah (Bandung : Alma’arif, 1996), 15. 


































       Secara sosial, praktik pembatalan sepihak yang terjadi menimbulkan 
simpati masyarakat terhadap driver Go-Food yang sudah sepantasnya 
menerima hak mendapatkan upah, seperti disyaratkan jika pekerjaan telah 
selesai, sebagaimana dalam H.R Ibnu Majah No. 2434 :5 
 َرَمُع ِنْبِا ْنَعَو- َيِضَراَمُه ْ نَع ُهللََّا- هيلع الله ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق  اوُطْعَأ( ملسو
) ُُهقَرَع هفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َيرِجَْلَْا  هَجاَم ُنْبِا ُهاَوَر 
Artinya : “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”  
 
       Dapat disimpulkan bahwa ujrah (upah) seyogianya dibayarkan kepada 
pekerja secepat mungkin.6 
       Dan dijelaskan pula dalam H.R Bukhari No. 2109 :7 
 ُهللََّا َلَاق ( ملسو هيلع الله ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق هنع الله يضر َةَر ْيَرُه بَِأ ْنَعَو ىااع 
 ُهُمْصَخ َنََأ ٌَةثَلََث َف , اًّرُح َعَبَ ٌلُجَرَو ,َرَدَغ ُهثُ بِ ىَطْعَأ ٌلَُجر :ِةَماَيِقَْلا َمْو َي ْم ٌلُجَرَو  ُهََن َ َلَ َأَ
) ُهَرْجَأ ِهِطْا ُي َْلََو ,ُهْنِم َفَْو َتْسَاف , ًايرِجَأ َرَجْأََتْسِا   ٌمِلْسُم ُهاَوَر 
Artinya :  Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla 
berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari 
kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku 
emudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu 
memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang 
pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak 
memberikan upahnya."  
 
                                                          
5 Ibn. Majah, Sunan Ibn Majah. Hadith no.2434. Kitab: al-Ahka>m, Bab: Ajr al-Ajra> dalam Suqiyah 
Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 94. 
6 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 193. 
7 Al Bukha>riy, s{ah}i>h} al-bukha>ri>. Hadith no 2109 dalam Maus{u>’ah al-Hadith ash-Shari>f, edisi ke-2 
(Ttp : Global Islamic Software Company, 1991-1997). 


































       Dalam Islam dijelaskan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan sah 
apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. 
Sebagaimana pengertian dari nafadhul al aqd al ba’i ialah akad itu 
memindahkan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli, sedangkan 
milkiyah thaman berpindah dari pembeli kepada penjual dan lalu masing-
masingnya diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan.8 Namun 
adanya pembatalan sepihak yang terjadi menimbulkan rasa kecewa dan 
amarah para driver Go-Food yang dilihat dari sudut pandang psikologi.  
       Diantara prinsip adil yang diberlakukan dalam bisnis adalah kewajiban 
pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti 
menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, 
menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban hak 
hartanya. 9 Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa adil dalam bisnis itu adalah 
bagaimana berbisnis dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang 
tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersil dan nonkomersil. 10 
       Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
                                      
                         
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
                                                          
8 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1972), 54. 
9 Yusuf Hamid al-alim, Al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syariah al-Islamiyah (Gordaqah : Dar Ash-
Shofwah, 1991), 527. 
10 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan 
Ekonomi (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 68. 


































kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah 
[5]: 1)11 
       Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan 
dalam akad, termasuk akad-akad bisnis. Karena setiap akad berisi hak dan 
kewajiban setiap peserta akad. Dan setiap kesepakatan bisnis yang berhasil itu 
ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan 
akad. Dimana seharusnya ketika seseorang sudah memesan makanan atau 
minuman pada layanan Go-Food, sudah pasti ia menyetujui atas pembayaran 
yang tertera pada layanan.12 
       Dalam UU RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak 
hanya membahas perihal perlindungan yang diberikan kepada konsumen, 
namun juga terdapat hak yang diberikan kepada para pelaku usaha yang disini 
bisa dikatakan (driver Go-Food) serta dibahas pula mengenai kewajiban-
kewajiban para konsumen dan pelaku usaha.  Dengan adanya UU RI No. 8 
Tahun 1999 dapat menjaga hak-hak pelaku usaha dari kesewenangan para 
konsumen. Dalam pasal 1243 dan 1365 KUH Per menjelaskan tentang 
penuntutan ganti rugi. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
       Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 
terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya”, peneliti melakukan identifikasi masalah. Identifikasi 
                                                          
11 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 
2012). 
12 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan ...,69. 


































masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi 
masalah. Dengan kata lain, yaitu salah satu proses penelitian yang boleh 
dikatakan paling penting diantara proses lain.13 Sebagaimana berikut :  
1. Tidak adanya tanggung jawab oleh konsumen terhadap para driver Go-
Food. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pembatalan sepihak 
oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya.  
3. Tidak adanya tindakan lebih lanjut para driver Go-Food terkait kerugian 
yang dialami. 
4. Faktor-faktor yang menyebabkan tindakan konsumen dianggap sebagai 
sesuatu yang merugikan para driver Go-Food.  
5. Terbatasnya perlindungan dari PT. Go-Jek terhadap para driver Go-Food 
yang mengalami kerugian.  
6. Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya.  
7. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan 
Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya.  
Melihat luasnya pembahasan maka permasalahan ini dibatasi dengan : 
1. Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya.  
                                                          
13 Muhammad Saleh Sjafei dan Saiful Mahdi, “Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan 
Rumusan Masalah”, dalam https://ppisb.uinsyiah.ac.id/berita/identifikasi-masalah-batasan-
masalah-dan-rumusan-masalah, diakses pada 18 Oktober 2017. 


































2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan 
Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah 
       Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan 
dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. 
Go-Jek Indonesia-Surabaya? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik 
pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-jek Indonesia-
Surabaya? 
 
D. Kajian Pustaka 
       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.14 
       Pertama, Adri Inggil Makrifah (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 
Hasanuddin) pada tahun 2017, yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap 
Fitur “Shopping” dalam Aplikasi Layanan Go-Jek”. Inti dari skripsi ini 
membahas tentang tanggung jawab perusahaan Go-Jek terhadap layanan Go-
Food pada aplikasi Go-Jek serta untuk mengetahui perlindungan hukum 
                                                          
14 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi (Surabaya : t.p), 8. 


































terhadap driver Go-Jek yang menderita kerugian akibat penggunaan aplikasi 
Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung-jawab.15 
       Kedua, Fachri Dohan Mulyana (Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2017, yang berjudul “Proses 
Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait Pembelian 
Seperangkat Gamelan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam menentukan pembuktian dan menentukan putusan terkait 
dengan pembelian seperangkat gamelan serta akibat hukum setelah adanya 
putusan hakim Pengadilan Negeri terkait pembatalan sepihak oleh pembeli 
terkait dengan pembelian seperangkat gamelan.16  
       Ketiga, Luh De Masdiah Anggreni (Program Ekstensi Fakultas Hukum, 
Universitas Udayana) pada tahun 2016, yang berjudul “Pembatalan Perjanjian 
Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT. Bali Dewata Mas Sebagai 
Pengembang Perumahan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat 
hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak antara 
pengembang dan konsumen serta untuk mengetahui perlindungan hukum 
terhadap pengembang dalam hal adanya pembatalan perjanjian secara 
sepihak.17 
                                                          
15 Adri Inggil Makrifah, “Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” dalam Aplikasi Layanan 
Go-Jek” (Skripsi— Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 12. 
16 Fachri Dohan Mulyana, “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Terkait 
Pembelian Seperangkat Gamelan” (Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 12. 
17 Luh De Masdiah Anggreni,” Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Konsumen Kepada PT. 
Bali Dewata Mas Sebagai Pengembang Perumahan” (Skripsi— Universitas Udayana, Bali,  2016), 
12. 


































       Keempat, Fitri Roshadina (Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga) pada tahun 2014, yang berjudul “Pengenaan Bea Pembatalan 
Dan Bea Administrasi Tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam”. 
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana menurut hukum islam 
terhadap pengenaan bea administrasi dan bea pembatalan pada transaksi jual 
beli tiket kereta api.18 
       Kelima, Puguh Aji Prakoso (Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam 
Negeri Wali Songo) pada tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah 
Dengan Sistem Panjer”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan 
hukum islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang 
muka oleh petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kec.Wedarijaksa Kab. 
Pati, dan mengetahui tinjauan Hukum Islam status uang muka yang 
dibayarkan kepada petani bawang merah.19 
       Dengan beberapa kajian pustaka di atas, dengan ini peneliti lebih 
memfokuskan penelitian dari pisau analisis hukum Islam yaitu ija>rah bil 
manfa’ah dan UU RI No.8 Tahun 1999 pasal 4, 5, 6, dan 7 dalam praktik 
pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-
Surabaya. Dan cara penuntutan ganti rugi dalam pasal 1365 KUH Per. 
 
                                                          
18 Fitri Roshadina, “Pengenaan Bea Pembatalan Dan Bea Administrasi Tiket Kereta Api Dalam 
Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 
12.  
19 Puguh Aji Prakoso, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual 
Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer” (Skripsi— Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, 
Semarang, 2013), 12. 


































E. Tujuan Penelitian 
       Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 
hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan 
dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian.20 Berdasarkan rumusan masalah 
yang peneliti kaji dalam penelitian ini, memiliki tujuan : 
1. Untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di 
PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap 
praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
       Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai 
berikut : 
1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 
a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya 
mengenai praktik pembatalan sepihak dalam analisis hukum Islam dan 
hukum positif. 
b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya 
agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan praktik pembatalan 
sepihak dalam suatu akad. 
                                                          
20 Indri Handayani, “1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian”, dalam htpps://indri8.ilearning.me/1-3-
ruang-lingkup-penelitian/, diakses pada 18 Oktober 2017. 


































2. Aspek Terapan (Praktis)  
       Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi 
masyarakat agar tidak melakukan praktik pembatalan sepihak yang dapat 
merugikan dan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain. 
 
G. Definisi Operasional 
       Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman 
untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, yaitu sebagai berikut : 
Hukum Islam                   :                               adalah seperangkat aturan-aturan atau norma-
norma yang mengatur tingkah laku manusia di 
masyarakat berdasarkan sumber ajaran syariat 
Islam yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah, hadits dan 
pendapat ulama. Dalam skripsi ini yang 
dimaksud Hukum Islam adalah ija>rah bil 
manfa’ah.21 
Hukum Positif :                adalah memuat UU RI No.8 Tahun 1999 yaitu 
tentang hak-hak konsumen serta 
kewajibannya, juga aturan tentang pelaku 
usaha yang memiliki hak-hak disamping 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam pasal 4, 
5, 6, dan 7 serta memuat KUH Per yaitu 
                                                          
21 Haryono, “Sumber Hukum Islam”, dalam https://haryono10182.wordpress.com/sumber-hukum-
islam/, diakses pada 3 April 2018. 


































tentang penuntutan ganti rugi dalam pasal 
1243 dan 1365.  
Pembatalan Sepihak        :                                                       adalah suatu upaya pemutusan akad yang 
dilakukan oleh salah satu pihak yaitu 
konsumen tanpa menunggu persetujuan pihak 
lainnya terlebih dahulu yaitu driver Go-Food. 
Go-Food                           :                                       adalah layanan pesan antar makanan dengan 
lebih dari 75.000 restoran di seluruh Indonesia 
yang terdaftar pada aplikasi Go-Jek. Maksimal 
jarak pengantaran pada layanan Go-Food 
adalah 25km.22 
       Jadi yang dimaksud dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum 
Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di 
PT.Go-Jek Indonesia-Surabaya adalah menganalisa berdasarkan teori ija>rah 
bil manfa’ah menurut pendapat ulama dan pasal 4, 5, 6, dan 7 mengenai hak-
hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam upaya pemutusan 
akad yang dilakukan oleh salah satu pihak di aplikasi Go-Jek yaitu pesan 




                                                          
22 Go-Jek, “Go-Food”, dalam https://www.go-jek.com/go-food/, diakses pada 3 April 2018. 


































H. Metode Penelitian 
       Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian berarti sarana yang dipergunakan 
oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan.23 Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian 
tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis 
dan konsisten. 
1. Jenis Penelitian 
       Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini 
dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 
lapangan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang 
mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan 
masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman 
tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Jadi, 
lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual adalah titik berangkat 
penelitian tersebut bukannya asumsi, praduga, atau konsep peneliti.24 
 
2. Lokasi dan Obyek Penelitian 
       Penelitian ini pada awalnya akan dilakukan di PT. Go-Jek Indonesia 
Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Monginsidi No.14, Dr.Soetomo, 
Tegalsari, Surabaya. Namun karena disana tidak menerima, pada akhirnya 
                                                          
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI-PRESS, 2010), 3. 
24 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Grasindo, 2013), 10. 


































penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya. Obyek penelitian dalam 
skripsi ini adalah hasil wawancara dengan konsumen yang telah melakukan 
pembatalan sepihak dan driver yang telah menjadi korban pembatalan 
sepihak pada layanan Go-Food. 
 
3. Sumber Data 
a. Sumber Primer 
       Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
terlibat dalam praktik pembatalan sepihak pada layanan Go-Food yaitu 
konsumen dan driver. 
b. Sumber Sekunder 
       Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi 
yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau 
penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal 
dari kamus, ensiklopedi, jurnal, surat, kabar, website dan sebagainya.25 
Diantaranya: 
1) Wahbah Az- Zuhali, Fiqh Islam Wa Adalatuhu, 2007. 
2) Ibnu Abidin, Majalah al-Ahkaam al-‘Adliyyah dan Raddul Muhtaar. 
1876. 
3) Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah, 1996. 
4) M.Nashiruddin al-Albani, Shahih Ibnu Majah, 2007. 
5) Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, 2014. 
                                                          
25 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 54. 


































6) M.Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, 2005. 
7) Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, 1972. 
8) Yusuf Hamid al-alim, Al-Maqashid al-‘Ammah li asy-Syariah al-
Islamiyah, 1991. 
9) Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan 
Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi, 2016. 
10) Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 
Terjemahnya, 2012. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang 
peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat 
menjelaskan permasalahan penelitiannya. 26 
a. Observasi 
       Peneliti mengadakan observasi lapangan dengan melihat kondisi 
lapangan dan melihat peluang menemukan driver serta konsumen yang 
terlibat dalam pembatalan sepihak. 
b. Interview 
       Peneliti mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung 
dengan 15 orang yaitu 6 orang konsumen Go-Food, dan 9 orang driver 
Go-Food terkait konsumen yang telah melakukan pembatalan sepihak 
                                                          
26 Yuni Sare, Antropologi SMA MA XII, (Jakarta : Grasindo, 2006), 117. 


































dan driver yang telah menjadi korban pembatalan sepihak pada layanan 
Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya.  
c. Dokumentasi 
       Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, peneliti juga 
melampirkan gambar ketika melakukan wawancara dengan 9 orang 
driver Go-Food dan riwayat pembatalan sepihak yang terdapat di 
aplikasi 6 orang konsumen Go-Food. 
 
5. Teknik Pengolahan Data 
       Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah 
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, 
keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.27 
Yaitu analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik 
pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-
Surabaya.  
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah 
diperoleh.28 Yaitu analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap 
praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek 
Indonesia-Surabaya.  
                                                          
27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50. 
28 Ibid., 5. 


































c. Analyzing, yaitu memberikan analisis hukum Islam dan hukum positif 
terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food di PT. 
Go-Jek Indonesia-Surabaya.  
6. Teknik Analisis Data 
       Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
melalui metode diskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikannya sebagai temuan orang lain.29 
       Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil 
dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan 
yang bersifat khusus.30 
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan 
pembahasan sebagai berikut : 
       Bab pertama, pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan 
yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi, 
meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
       Bab kedua, bab ini membahas landasan teori tentang pembatalan sepihak 
dalam analisis Hukum Islam yaitu ija>rah bil manfa’ah diantaranya pengertian 
                                                          
29 Noeng Muhjair, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), 104. 
30 Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Pneleitian (Jakarta : UI Press, 1993), 71. 


































akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, tujuan 
akad, pengertian ija>rah, dasar hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, macam-
macam ija>rah dan hukumnya, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan 
berakhirnya akad ija>rah, hukum positif yang memuat UU RI No.8 Tahun 1999 
(pasal 4, 5, 6, dan 7) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen 
serta pelaku usaha, dan hukum perjanjian diantaranya 3 asas yaitu asas pacta 
sunt servanda, konsensualitas, dan iktikad baik serta implikasi hukumnya 
dalam KUH Per (pasal 1243 dan 1365). 
       Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang praktik pembatalan sepihak 
oleh konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya yang meliputi 
profil Go-Jek dengan subbab sejarah, layanan, sistem dalam melayani, jaminan 
yang diberikan kepada driver dan konsumen serta praktik pembatalan sepihak 
dengan subbab profil konsumen, akad beserta aplikasinya, latar belakang 
pembatalan sepihak, dan akibatpembatalan sepihak. 
       Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentang analisis hukum Islam 
dan hukum positif terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen Go-
Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya. 
       Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 
rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam 
bab akhir ini dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai yang ada 
pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi 
masukan bagi peneliti.  


































AKAD IJARAH, UU RI NO.8 TAHUN 1999, DAN HUKUM PERJANJIAN 
DALAM KUH PER 
A. Akad  
1. Pengertian Akad 
       Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan 
dengan perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji).31 Dengan 
kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih berdasarkan ijab dan qabul dengan adanya ketentuan syar’i. Dengan 
demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena 
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ijab qabul dan beberapa 
ketentuan syari’at Islam.32 
 
2. Rukun dan Syarat Akad  
       Dalam suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad 
tersebut berlangsung, meliputi :33 
a. A>qid (orang yang berakad) 
       A>qid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang 
yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syarat a>qid ada dua, yang 
pertama ahliyyah yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa dianggap 
cakap melakukan transaksi. Dalam fiqh, ahliyyah ini adalah seorang 
                                                          
31 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2005), 45. 
32 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah I (Mangli : Pena Salsabila, 2014), 19. 
33 Ibid., 20. 


































mukallaf atau mumayyis, dan berakal. Dengan demikian, transaksi 
anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki ahliyyah.  
       Syarat a>qid yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah hak dan 
kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk 
melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang yang 
melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu 
objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan 
transaksi.   
b. Ma’qu>d Alaih (sesuatu yang diakadkan) 
       Ma’qu>d Alaih baik berupa harga atau yang dihargakan. Ada 
beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu : harus ada ketika akad 
dilakukan, harus berupa ma>l mutaqawin, harus dimiliki penuh 
pemiliknya, harus diserahterimakan, dan berupa barang yang suci 
(tidak najis). 
c. Ijab Qabul 
       Ijab Qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau 
kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Menurut 
ulama fiqh, ada beberapa syarat ijab qabul yaitu : adanya kejelasan 
maksud dari kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan 
qabul, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan.34 
 
 
                                                          
34 Ibid., 21. 


































3. Macam-macam Akad 
       Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat 
dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’ akad 
terbagi dua, yaitu : 
a. Akad s{ah}i>h} 
       Adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad s{ah}i>h} ini adalah berlakunya seluruh akibat 
hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak 
yang berakad. Akad yang s{ah}i>h} ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 35 
1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) 
       Adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan 
syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
2) Akad mawqu>f 
       Adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak 
hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan 
dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh 
anak kecil yang telah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad ini 
baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual 
beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.  
                                                          
35 Ibid., 56. 


































       Contoh lain dari akad mawqu>f adalah yang disebut dalam fiqh 
dengan ‘aqad al-fud{{uli. Misalnya, Ahmad memberikan uang 
sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hasan untuk membeli seekor 
kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang 
Rp.2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga 
Hasan membeli dua ekor kambing.  
       Keabsahan akad jual beli ini tergantung kepada persetujuan 
Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor 
kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah 
dilaksanakan Hasan maka sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka 
tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi’i dan Hanabilah menganggap 
jual beli mawqu>f itu sebagai jual beli yang batil. 
  
       Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang s{ah}i>h} itu, 
para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :36 
a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, 
sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa 
seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.  
b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, 
seperti dalam akad al-waka>lah (perwakilan), al-‘a>riyah (pinjam-
meminjam), dan al-wadi>’ah (barang titipan). 
                                                          
36Wahbah az- Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adalatuhu dalam Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 
Wa Adalatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240. 


































       Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad 
itu dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu :37 
(1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad 
perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan , kecuali 
dengan cara-cara yang dibolehkan syara’, seperti melakukan talak 
dan al-khulu’ (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya 
dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi). 
(2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua 
belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, al-
muza>ra’ah (kerja sama dalam pertanian) dan al-musa>qah (kerja 
sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak 
khiyar (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi 
rukun dan syaratnya atau membatalkannya). 
(3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti 
akad ar-rahn dan al-kafalah. 
 
b. Akad yang tidak s{ah}i>h} 
       Adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-
syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan 
tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama 
Hanafiyah membagi akad yang tidak s{ah}i>h} ini kepada dua macam, 
yaitu akad yang bat}il dan fasikh.  
                                                          
37 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), 107. 


































       Suatu akad dikatakan bat}il apabila akad itu tidak memenuhi salah 
satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’. Misalnya, objek 
jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual 
ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum. 
       Adapun akad fasikh menurut mereka merupakan suatu akad yang 
pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak 
jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan 
tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan brand 
kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara 
penjual dan pembeli. 
       Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad 
kepada dua macam, yaitu :38 
1) Al-‘uqu>d al-musamma, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh 
syara’ serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, 
perserikatan, hibah, al-waka>lah, wakaf, al-hiwalah, al-ji’alah, 
wasiat dan perkawinan. 
2) Al-‘uqu>d ghair al-musamma, yaitu akad-akad yang penamaannya 
dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di 




                                                          
38 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Hasan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta : 
Kencana, 2010), 58. 


































4. Tujuan Akad 
       Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu 
permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari 
masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad 
dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta 
menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua 
perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru’ (bertentangan dengan 
hukum syara’), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya 
haram.39 
       Tujuan akad banyak macamnya, maka harus jelas untuk membedakan 
dari akad yang lain. Dan tujuan ini menjadi judul akad yang akan 
mempengaruhi rukun dan syaratnya. 
 
B. Ijar>ah 
1. Pengertian Ijar>ah 
       Al-Ijar>ah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah 
al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ganti dan upah. Sedangkan 
menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijar>ah, antara 
lain sebagai berikut menurut Maliki dan Hambali bahwa ijar>ah adalah 
pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan. 
                                                          
39 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2012), 90. 


































       Menurut Syafi’i bahwa ijar>ah adalah transaksi terhadap suatu manfaat 
yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu. Menurut Hanafiyah bahwa ijar>ah adalah akad untuk 
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu 
zat yang disewa dengan imbalan. Serta menurut Sayyiq Sabiq bahwa 
ijar>ah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian. 40 
 
2. Dasar Hukum Ijar>ah 
a. Landasan Al-Qur’an, Allah berfirman : 
1) QS. Al-Zukhruf [43] : 32 
1.                                    
                                 
                
Artinya :  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih 
baik dari apa yang mereka kumpulkan.41 
 
2) QS. Al-Thalaaq [65] : 6 
2.                                 
           
                                                          
40 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 114. 
41 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 
2012). 


































Artinya : Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah 
upah mereka.42 
 
b. Landasan Sunnah 
1) H.R.Ibnu Majah43 
 َرَمُع ِنْبِا ْنَعَو-اَمُه ْ نَع ُ هللََّا َيِضَر- ص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق ملسو هيلع الله ىل
) ُُهقَرَع هفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َيرِجَْلَْا اُوطْعَأ(   َم ُنْبِا ُهاَوَرهَجا 
Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah 




 ٍساهبَع ِنْبِا ْنَعَو-اَمُه ْ نَع ُهللََّا َيِضَر- :َلَاق ُههنَأ ; َتْحِا ( ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َمَجَ
) ُهَرْجَأ ُهَمَجََح يِذهَلا ىَطْعَأَو ملسو هيلع الله   ًاماَرَح َنا َ ْوَلَو ُهاَوَر  ِهِطْا ُي َْلَ 
  يِراَخُبَْلا  
Artinya : Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang 
yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau 
tidak akan memberinya upah. 
 
3) H.R.Bukari45 
لسو هيلع الله ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق هنع الله يضر َةَر ْيَرُه بَِأ ْنَعَو  م
:ِةَماَيِقَْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َنََأ ٌَةثَلََث ىااع ُ هللََّا َلَاق(  َُجر ٌلُجَرَو ,َرَدَغ ُهثُ بِ ىَطْعَأ ٌل
 ُي َْلََو ,ُهْنِم َفَْو َتْسَاف , ًايرِجَأ َرَجْأََتْسِا ٌلَُجرَو  ُهََن َ َل َ َأَف , اًّرُح َعَبَ ُهَرْجَأ ِهِطْا
)   ٌمِلْسُم ُهاَوَر 
 
                                                          
42 Ibid.  
43 Ibn. Majah, Sunan Ibn Majah. Hadith no.2434. Kitab: al-Ahka>m, Bab: Ajr al-Ajra> dalam Suqiyah 
Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 94. 
44 Al Bukha>riy, s{ah}i>h} al-bukha>ri>. Hadith no 11 dalam Maus{u>’ah al-Hadith ash-Shari>f, edisi ke-2 
(Ttp : Global Islamic Software Company, 1991-1997). 
45 -------. s{ahih al-Bukha>riy. Hadith no 2109.  


































Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza 
wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi 
musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang 
memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian 
berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu 
memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan 
seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, 
namun ia tidak memberikan upahnya. 
 
       H.R. Ibnu Majah dan Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah 
memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan 
jasanya kepada orang lain. Penghargaan Rasulullah terhadap jasa 
seseorang terlihat bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar 
membayar upah bagi pemberi jasa. Orang yang memberikan/ menjual 
jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. 
Karena menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang 
yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering. 
       Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. 
Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa 
diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk 
sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang 
lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi 
kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain, terlebih di zaman 
modern sekarang ini ketika kebutuhan manusia semakin kompleks, maka 
kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.46 
                                                          
46 H.Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi) (Jakarta : Kencana, 2015), 234.  


































3. Rukun dan Syarat Ijar>ah 
Rukun-rukun dan syarat ijar>ah adalah sebagai berikut :47 
a. Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah 
dan yang menyewakan, musta’jir adalah orang orang yang menerima 
upah untuk melakukan sesuatu.  Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir 
adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan 
harta), saling meridhai dan mengetahui manfaat barang yang 
diakadkan dengan sempurna sheingga dapat mencegah terjadinya 
perselisihan.  
b. Shigat Ijab Qabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab qobul sewa-
menyewa dan upah-mengupah. 
c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 
dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat sebagai berikut ini :48 
1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 
                                                          
47 Ibid., 118. 
48 Ibid., 119. 


































2) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 
(boleh) menurut shara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)nya hingga 
waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
 
4. Macam-macam Ijar>ah dan Hukumnya 
Terdapat macam-macam ijar>ah dan hukumnya antara lain :49 
a. Ijar>ah atas manfaat , disebut juga sewa-menyewa  
       Dalam ijar>ah  bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat 
dari suatu benda. Misalnya, rumah untuk tempat tinggal tinggal, toko 
dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau 
angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang 
diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya 
diharamkan. 
b. Ijar>ah atas pekerjaan atau jasa, disebut upah-mengupah 
       Dalam ijar>ah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau 
pekerjaan seseorang. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, 
mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau 
                                                          
49 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta : Amzah, 2010), 333. 


































kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir 
atau tenaga kerja.  
       Ajir atau tenaga kerja ada dua macam : 50 
1) Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu 
orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja 
untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. 
Contohnya, sesorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga 
pada orang tertentu. 
2) Ajir (tenaga kerja) mushtarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih 
dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam 
memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, tukang celup, 
notaris, pengacara, tukang ojek, dan sebagainya. Hukumnya adalah 
(ajir mushtarak) boleh bekerja untuk semua orang. 
 
5. Pembayaran Upah Jasa dan Sewa Manfaat atau Barang 
a. Upah jasa : uang upah jasa dibayar ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 
Dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 
belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.51 
b. Sewa manfaat atau barang : uang sewaan manfaat/barang dibayar 
ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 
barang yang di- ijar>ahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.52 
                                                          
50 Ibid., 135. 
51 Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung : Alma ‘arif, 1988), 27. 
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 121. 


































6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijar>ah 
       Ijar>ah adalah akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah 
satu pihak, karena ijar>ah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati  
hal- hal yang mewajibkan fasakh.53 
       Ijar>ah akan menjadi fasakh bila ada hal-hal sebagai berikut :54 
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 
sebagainya.  
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan. 
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 
ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijar>ah dari salah satu pihak, seperti 
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 
mencuri, maka ia dibolehkan mem-fasakhkan sewaan itu. 
 
C. UU RI  NO 8 TAHUN 1999  
       UU RI No. 8 Tahun 1999 secara umum memuat tentang hak dan 
kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan dapat melindungi 
kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat 
                                                          
53 Ibid., 27. 
54 Ibid., 28. 


































diterapkan seara efektif di masyarakat. Di samping itu undang-undang tentang 
perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan 
perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 
tertuang pada pasal 4, 5, 6, dan 7 yaitu : 
1. Pasal 4 : 55 
Hak konsumen adalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
 
2. Pasal 5 : 56 
Kewajiban konsumen adalah : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 
                                                          
55 UU RI  NO 8 TAHUN 1999 
56 Ibid. 


































3. Pasal 6 :57 
Hak pelaku usaha adalah : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
 
4. Pasal 7 :58 
Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.  
 
D. Hukum Perjanjian dalam KUH Per 
1. Asas-Asas Hukum Perjanjian 
                                                          
57 Ibid. 
58 Ibid. 


































       Dalam sebuah perjanjian terdapat asas-asas yang mengatur perjanjian 
tersebut, antara lain :59 
a. Asas Pacta Sunt Servanda 
       Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian 
yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para 
pihak yang membuatnya. 
b. Asas Konsensualitas 
       Istilah konsensual diartikan sebagai kata sepakat atau 
kesepakatan. Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian 
terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok 
perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat.60 
c. Asas Iktikad Baik 
       Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang 
berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini 
ada  dua yaitu subjektif dan objektif. Asas iktikad baik subjektif adalah 
kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para 
pihak, sedangkan asas iktikad baik objektif adalah pelaksanaan 
perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta 
mengindahkan norma-norma keputusan dan kesusilaan.61 
 
                                                          
59 Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian (Jakarta : Biena 
Edukasi, 2015), 15. 
60 Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata (Yogyakarta : Deepublish, 
2016), 138. 
61 Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan ..., 15. 


































2. Implikasi Hukum 
       Seseorang yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain, dapat 
melakukan permintaan ganti rugi seperti dijelaskan dalam KUH Per 
sebagai berikut : 
a. Pasal 1243 :62 
       Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 
dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 
atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan. 
 
       Jika tidak terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak, 
kemudian seseorang dirugikan atas tindakan orang lain maka ia dapat 
menggunakan pasal 1243 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi.  
b. Pasal 1365 :63 
       “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 
itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. 
 
       Jika terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak, 
kemudian salah satunya merasa dirugikan maka ia dapat menggunakan 
pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi.  
                                                          
62 KITAB UU HUKUM PERDATA 
63 Ibid.  


































PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD DI PT  
GO-JEK INDONESIA-SURABAYA 
A. Gambaran Umum PT.Go-Jek Indonesia 
1. Sejarah PT.Go-Jek Indonesia 
       Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor 
informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok : 
kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Bermula di tahun 2010 sebagai 
perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini 
telah tumbuh menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dan gaya 
hidup berbasis aplikasi.64 
       Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, 
Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, 
Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, 
Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, 
Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, 
Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, 
Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, 
Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, 
                                                          
64 Go-Jek, “Tentang Go-Jek”, dalam https://www.go-jek.com/about/, diakses pada 9 Maret 2018. 


































Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangannya di 
kota-kota lainnya pada tahun mendatang. 
 
2. Layanan 
       Go-Jek sebagai on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan 
yang menyediakan berbagai layanan, meliputi : 
a. Go-Jek 
1) Go-Ride  
       Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor dengan 
jumlah mitra driver paling tinggi di Indonesia yang siap 
mengantar konsumen ke manapun dan kapanpun. Konsumen 
dapat menggunakan layanan Go-Ride dengan jarak maksimum 
adalah 25 km.65 
2) Go-Car 
       Go-Car adalah layanan transportasi mobil yang dapat 
mengantar konsumen ke mana saja dan dengan siapa saja tanpa 
pusing cari parkir dan kepanasan.66 \ 
3) Go-Food 
       Go-Food adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih 
dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Go-Jek. 
                                                          
65 Go-Jek, “Go-Ride”, dalam https://www.go-jek.com/go-ride/, diakses pada 9 Maret 2018. 
66 Go-Jek, “Go-Car”, dalam https://www.go-jek.com/go-car/, diakses pada 9 Maret 2018. 


































Maksimal jarak pengantaran pada layanan Go-Food adalah 25 
km.67 
4) Go-Mart 
       Go-Mart adalah layanan belanja instan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari para konsumen, yang di dalamnya 
terdapat ratusan pilihan toko dan ribuan jenis produk di seluruh 
Indonesia. Terdapat 18 kategori pada layanan Go-Mart 
sehingga memberikan akses mudah untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen.68 
5) Go-Send 
       Go-Send adalah layanan kurir instan untuk kirim barang, 
dan dokumen dengan cepat tanpa batasan jarak (untuk 
pengiriman dalam satu area dengan maksimal berat barang 20kg 
dan maksimal ukuran 70x50x50cm).69 
6) Go-Box  
       Go-Box adalah layanan pindahan dan kiriman barang, yaitu 
dengan memesan mobil pickup, mobil boks, truk engkel, dan 
truk engkel boks dalam berbagai keperluan, kapan saja dan 
dimana saja. Go-Box hadir di 12 area, yang mana memudahkan 
konsumen.70 
                                                          
67 Go-Jek,, “Go-Food”, dalam https://www.go-jek.com/go-food/, diakses pada 9 Maret 2018. 
68 Go-Jek, “Go-Mart”, dalam https://www.go-jek.com/go-mart/, diakses pada 9 Maret 2018. 
69 Go-Jek, ”Go-Send”, dalam https://www.go-jek.com/go-send/, diakses pada 9 Maret 2018. 
70 Go-Jek, “Go-Box”, dalam https://www.go-jek.com/go-box/, diakses pada 9 Maret 2018. 



































       Go-Tix adalah layanan pesan tiket menonton di bioskop 
dengan mudah karena konsumen dapat memilih mulai dari 
lokasi dan film, tanggal dan waktu hingga kursi yang 
diinginkan.71 
8) Go-Med 
       Go-Med merupakan hasil kolaborasi antara Go-jek dan 
Halodoc. Dimana konsumen dapat membeli obat, vitamin, dan 
kebutuhan kesehatan lainnya. Semua produk dijamin 
keasliannya karena Go-Med hanya bekerjasama dengan apotek 




       Go-Pay adalah metode pembayaran pelanggan berupa uang 
elektronik yang langsung masuk ke deposit driver.73 
2) Go-Bills 
       Go-Bills adalah layanan bayar tagihan seperti bayar listrik, 
beli token listrik, hingga BPJS dengan mudah dan lebih cepat. 
Pembayaran langsung menggunakan saldo Go-Pay.74 
                                                          
71 Go-Jek, “Go-Tix”, dalam https://www.go-jek.com/go-tix/, diakses pada 9 Maret 2018. 
72 Go-Jek, “Go-Med”, dalam https://www.go-jek.com/go-med/, diakses pada 9 Maret 2018. 
73 Go-Jek, Buku Panduan, 11. 
74 Go-Jek, “Go-Bills”, dalam https://www.go-jek.com/go-bills/, diakses pada 9 Maret 2018. 



































       Go-Point adalah fitur dimana konsumen setelah 
menggunakan Go-Pay sebagai metode pembayaran pada 
layanan Go-Jek akan mendapatkan token untuk mendapatkan 
poin dimana satu token dapat digunakan untuk satu kali 
bermain.75 
4) Go-Pulsa 
       Go-Pulsa adalah layanan isi pulsa dengan didukung oleh 
berbagai pilihan operator di Indonesia. Pembayaran langsung 
dilakukan dengan menggunakan saldo Go-Pay.76       
c. Go-Life 
1) Go-Massage  
       Go-Massage adalah layanan pijat relaksasi yang dapat 
dipilih oleh konsumen kapan saja, tanpa perlu keluar rumah, dan 
menempuh kemacetan karena terapis dari Go-Massage akan 
datang.77  
2) Go-Clean 
       Go-Clean adalah layanan kebersihan profesional berbasis 
aplikasi yang tersedia di Jabotabek, Medan, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar dan Manado. 
                                                          
75 Go-Jek, “Go-Points”, dalam https://www.go-jek.com/go-points/, diakses pada 9 Maret 2018. 
76 Go-Jek, “Go-Pulsa”, dalam https://www.go-jek.com/go-pulsa/, diakses pada 9 Maret 2018. 
77 Go-Jek, “Go-Massage”, dalam https://www.go-jek.com/go-massage/, diakses pada 9 Maret 2018. 


































Go-Clean tersedia 24 jam setiap hari dan dapat dipesan dari satu 
hari sebelumnya.78 
3) Go-Auto 
       Go-Auto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan 
layanan darurat untuk kendaran, yang melayani dimanapun dan 
kapanpun, yang memudahkan konsumen karena tidak perlu 
mengantri dan meyediakan waktu khusu untuk perawatan 
kendaraan.79 
4) Go-Glam 
       Go-Glam adalah layanan perawatan kecantikan di rumah 
konsumen, tanpa macet. Go-Glam tersedia dari pukul 06.00 
pagi hingga 12.00 malam.80 
 
3. Sistem dalam Melayani 
       Terdapat berbagai tips yang disediakan oleh pusat bantuan pada 
aplikasi Go-Jek dalam upaya pelayanan driver kepada konsumen, mulai 
dari Go-Ride, Go-Box, Go-Send, Go-Food, dll. Berikut ini merupakan 
contoh tips mendapatkan bintang 5 dari pelanggan Go-Food yang dapat 
dilakukan oleh driver :81 
a. Selalu bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan. 
                                                          
78 Go-Jek, “Go-Clean”, dalam https://www.go-jek.com/go-clean/, diakses pada 9 Maret 2018. 
79 Go-Jek, “Go-Auto”, dalam https://www.go-jek.com/go-auto/, diakses pada 9 Maret 2018. 
80 Go-Jek, “Go-Glam”, dalam https://www.go-jek.com/go-glam/, diakses pada 9 Maret 2018. 
81 Pilihan Bantuan pada Aplikasi Driver 


































b. Pastikan anda memiliki uang yang cukup untuk membelikan 
pesanan pelanggan. 
c. Hubungi pelanggan untuk konfirmasi pesanan dan alamat 
pengantaran. 
d. Ketika membeli pesanan, pastikan sudah sesuai dengan permintaan 
pelanggan. 
e. Pastikan pesanan yang anda beli sudah sesuai dengan yang tertulis 
di bon/struk. 
f. Berikan bon/struk pembelian kepada pelanggan saat mengantarkan 
pesanan. 
g. Geser tombol selesaikan pekerjaan hanya ketika pesanan sudah 
diterima oleh pelanggan. 
h. Jangan meminta uang lebih dan berikan kembalian yang sesuai 
kepada pelanggan. 
 
4. Jaminan yang Diberikan 
       Perusahaan Go-Jek memberikan jaminan kepada driver serta 














































       Driver diberikan kesempatan oleh kantor Go-Jek untuk 
mendaftarkan diri mereka di pasar polis (jaminan kecelakaan), 
bersifat tidak wajib. Pembayarannya Rp 15.000,- per bulan, 
menggunakan saldo go-pay, jadi driver tidak perlu membayar 
tunai. Pembayarannya otomatis dilakukan oleh pihak kantor. 
Jika saldo driver tidak mencukupi (-), driver diberi jangka 
waktu beberapa hari agar melakukan top-up.83 
       Ketika driver tidak melakukan claim ketika terjadi 
kecelakaan, kehilangan, sakit maka secara otomatis uang 
terkumpul dan sewaktu-waktu dapat diclaim hanya untuk 
mencairkan uangnya saja. 84 
                                                          
82 Ibid. 
83 Irfan Rahmatullah, Wawancara, Surabaya, 4 April 2018. 
84 Fa’idh Duhat, Wawancara, Surabaya, 5 April 2018. 


































2) Ganti Rugi untuk Driver yang Mengalami Pembatalan Sepihak 
       Pada praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh 
konsumen, driver mendapatkan ganti rugi dari pihak kantor Go-
Jek. Namun belum merata dalam pemberian ganti ruginya, ada 
yang prosesnya cepat ada yang membutuhkan waktu yang lama 
kurang lebih (-+) 2 minggu.85 
 
b. Konsumen 
PT.Go-Jek memberikan biaya ganti rugi untuk konsumen ketika :86 
1) PT. Go-Jek memberikan biaya ganti rugi untuk kehilangan 
barang sampai dengan Rp 10.000.000 selama barang tersebut 
sesuai dengan informasi yang diberikan. Nominal pengganyian 
akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada 
nilai wajar harga barang.  
2) PT. Go-Jek memberikan santunan kepada seluruh pelanggan 
Go-jek  yang menggunakan layanan konsumen sampai dengan 






                                                          
85 Ibid. 
86 Go-Jek, Syarat dan Ketentuan,  dalam https://www.go-jek.com/terms-and-condition/, diakses 
pada 4 April 2018. 


































B. Pembatalan Sepihak oleh Konsumen 
1. Profil Konsumen 
       Pengguna layanan Go-Food adalah setiap orang yang telah 
memiliki aplikasi Go-Jek dan memiliki kuota paketan untuk dapat 
mengoperasikan aplikasi Go-Jek, baik kalangan remaja, usia dewasa, 
bahkan anak-anak yang masih dalam pengawasan orangtuanya. Alasan 
konsumen dalam melakukan pembatalanpun beragam, kategori usia 
tidak dapat menjadi patokan dalam menyebut konsumen mana yang 
mayoritas melakukan pembatalan. 
       Terdapat berbagai alasan dari konsumen ketika mereka melakukan 
pembatalan sepihak. Menurut Annisa Arjlia, yang melatarbelakangi ia 
melakukan pembatalan sepihak adalah salah menulis alamat 
warung/restoran yang ia kehendaki.87 Menurut Farah Desisca, yang 
melatarbelakangi ia melakukan pembatalan sepihak adalah  uang yang 
ia siapkan untuk pembayaran menu yang ia pesan di Go-Food ternyata 
kurang.88 
       Menurut Luluk Syafitri, yang melatarbelakangi ia melakukan 
pembatalan sepihak adalah driver lama dalam perjalanan.89 Menurut 
Ika Irchamillah Azza, yang melatarbelakangi ia melakukan pembatalan 
sepihak adalah salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan) dengan 
                                                          
87 Annisa Arjlia, Wawancara, Surabaya, 3 Maret 2018. 
88 Farah Desisca, Wawancara, Surabaya, 3 Maret 2018. 
89 Luluk Syafitri, Wawancara, Surabaya, 5 Maret 2018. 


































inginnya.90 Menurut Novanda Ratih A dan Najma Zahira, yang 
melatarbelakangi mereka melakukan pembatalan sepihak adalah 
warung yang mereka maksud pada layanan Go-Food ternyata tutup, 
maka dari pihak driver meminta mereka untuk membatalkan.91 
 
2. Akad beserta Aplikasinya 
       Pada praktik pemesanan makanan melalui layanan Go-Food 
terdapat syarat dan ketentuan yang menunjukkan adanya akad di 
dalamnya.  
a. Syarat dan Ketentuan  
       Di dalam syarat dan ketentuan terdapat banyak bab yang diatur 
antara lain hal-hal umum, ketentuan untuk menggunakan aplikasi, 
pembayaran, jaminan, tanggung jawab Go-Jek, pembatasan 
tanggung jawab, ganti rugi, perijinan, hal-hal terkait kekayaan 
intelektual, pengakhiran, lain-lain. PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa 
menjelaskan tentang ketentuan penggunaan sebagai berikut :92 
Dengan mengunduh, memasang, dan/atau menggunakan 
Aplikasi Go-Jek (“Aplikasi”), anda setuju bahwa anda telah 
membaca memahami dan menerima dan menyetujui Ketentuan 
Penggunaan ini (“Ketentuan Penggunaan”). Ketentuan 
penggunaan ini merupakan suatu perjanjian sah antara anda dan 
PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Layanan dan Aplikasi.  
 
                                                          
90 Ika Irchamillah Azza, Wawancara, Surabaya, 6 Maret 2018. 
91 Novanda Ratih A dan Najma Zahira, Wawancara, Surabaya, 6 Maret 2018. 
92 Go-Jek Indonesia, Syarat dan Ketentuan,  dalam https://www.go-jek.com/terms-and-condition/, 
diakses pada 5 April 2018. 


































       Di dalam syarat dan ketentuan ada penjelasan (secara tersirat) 
yang menunjukkan adanya akad diantara konsumen dengan 
PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa, yaitu terdapat pada bab:93 
2. Ketentuan untuk Menggunakan Aplikasi (poin ke-dua puluh 
dua) 
Anda mengakui dan setuju untuk memberikan kepada penyedia 
layanan kuasa dan wewenang untuk mengambil barang-barang 
atau makanan, melakukan suatu pembelian atas nama anda 
untuk setiap pemesanan di layanan kurir instan, pengiriman 
makanan, atau pembelanjaan pribadi. 
 
       Dari penjelasan poin di atas jelas bahwa konsumen dengan 
sadar memberikan pekerjaan untuk driver melakukan suatu 
pembelian makanan, dalam hukum Islam hal ini disebut ijar>ah bil 
manfa’ah (sewa-menyewa jasa). 
3. Pembayaran (poin ke-tiga) 
Anda setuju bahwa anda akan membayar layanan yang 
diberikan kepada anda oleh penyedia layanan secara penuh. 
 
       Dari penjelasan poin di atas jelas bahwa konsumen menyetujui 
jika ia melakukan pesanan, ia akan melakukan pembayaran yang 
akan diberikan kepada penyedia layanan jasa (driver). 
 
b. Akad dalam Layanan Go-Food 
       Akad dalam layanan Go-Food adalah kesadaran penuh 
konsumen dalam memilih dan meng-klik pesan pada layanan jasa 
Go-Food, seperti dijelaskan pada syarat & ketentuan Go-Jek (bab 2 
                                                          
93 Ibid. 


































: poin ke-22; bab 3 : poin ke-3). Di bawah ini adalah pengaplikasian 
dalam pemesanan makanan di layanan Go-Food :94 
1) Konsumen memilih layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek.  
 
Gambar 3.2 
2) Konsumen memilih makanan sesuai keinginan dari sub yang ada 
(baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, 24 
jam, menu hemat, menu sehat, terfavorit). 
 
Gambar 3.3 
                                                          
94 Aplikasi Go-Jek 


































3) Konsumen dapat mengetik nama restoran di kolom pencarian 




4) Konsumen dapat memesan makanan yang diinginkan dengan 






































5) Konsumen mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek 
makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan 
alamat yang dituju. Lalu klik pesan. 
 
Gambar 3.6 
6) Setelah klik pesan, konsumen mendapatkan driver yang akan 
mengantar makanannya. 
7) Jika konsumen ingin melakukan cancel pada pesanannya ia 
mengklik tanda silang merah (x) yang berada di bagian bawah 
pojok kiri.  
 
Gambar 3.7 


































8) Jika konsumen tetap pada pesanannya, driver segera 
menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan dan 
alamat pengantaran. 
9) Jika sudah konfirmasi, driver segera menuju ke lokasi 
pembelian.95 
10) Ketika tiba di toko, driver memperlihatkan aplikasi Go-jek ke 
pramuniaga. Lalu menghubungi konsumen jika terdapat 
pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi (Contoh seperti; “Pak 
makanan yang dipesan tidak ada ukuran kecil, hanya ada yang 
besar. Apakah bapak bersedia untuk mengganti pesanan?”) 
11) Jika pesanan sesuai, driver memasukkan nominal total makanan 
sesuai dengan bon/struk di aplikasi. 
12) Driver memfoto bon/struk pada aplikasi. Dan memastikannya 
bahwa harga, toko, tanggal, jumlah harga terlihat jelas.  
13) Driver menggeser tombol “Mulai Pengantaran” sebelum ke 
lokasi konsumen. Dan memastikan bahwa pesanan dalam posisi 
yang aman (tidak dimiringkan, dibalik, atau ditimpa benda 
berat). 
14) Driver mengantar pesanan ke alamat konsumen. 
15) Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan nominal 
pesanan. 
                                                          
95 Go-Jek, Buku Panduan (t.tp : t.p., t.t), 6. 


































16) Driver menerima uang sesuai dengan nominal pesanan.  
17) Driver menggeser tombol selesaikan pekerjaan setelah pesanan 
diterima oleh konsumen. 
18) Konsumen memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja 
driver yang telah mengantar makanannya. 
 
3. Latar Belakang Pembatalan Sepihak\ 
       Pembatalan sepihak yang terjadi memiliki berbagai faktor yang 
melatarbelakangi, antara lain :96 
a. Kesalahan teknis (error) pada sistem aplikasi Go-Jek  
       Karena padatnya penggunaan aplikasi Go-Jek baik oleh 
konsumen maupun driver, maka memungkinkan terjadinya error 
pada sistem. Yang terjadi di lapangan yaitu orderan Go-Food tiba-
tiba cancel sendiri, baik dari pihak konsumen maupun driver tidak 
merasa meng-cancel. Hal tersebut menjadi wajar karena suatu 
sistem pasti pernah terjadi gangguan. 
b. Orderan Asli 
       Orderan asli adalah suatu pesanan dari konsumen dimana tidak 
ada maksud menipu namun terdapat alasan dimana ia pada akhirnya 
melakukan pembatalan sepihak setelah melakukan pesanan. Alasan 
konsumen antara lain salah menulis alamat warung/restoran yang ia 
kehendaki, uang yang ia siapkan untuk pembayaran menu yang ia 
                                                          
96 Fa’idh Duhat, Wawancara, Surabaya, 12 Maret 2018. 


































pesan di Go-Food ternyata kurang, driver lama dalam perjalanan, 
salah mengklik jumlah pesanan (kelebihan) dengan inginnya, dan 
warung yang mereka maksud pada layanan Go-Food ternyata tutup. 
c. Orderan Fiktif 
       Orderan fiktif (booking palsu) adalah suatu pesanan dari 
konsumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang pada intinya 
hal tersebut bersifat tipuan dan merugikan pihak driver dengan 
maksud merusak performa driver agar tidak mendapat bonus.97 
Orderan fiktif terbagi antara lain :98 
1) No. Hp tidak aktif dari awal ketika pihak driver menghubungi 
konsumen untuk konfirmasi lebih lanjut terkait pesanannya. 
2) Alamat yang diberikan konsumen yang tertera di aplikasi yakni 
alamat palsu. Jadi ketika driver menghubungi konsumen untuk 
konfirmasi di awal, pihak konsumen merespon dengan baik. 
Namun ketika driver mengantar pesanan ke alamat yang dituju 
yang didapat hanyalah zonk, entah tidak ada wujud rumahnya 
maupun salah pemilik rumah. 
Contoh kasus : 
       Driver bernama Achmad Afik Sofiyandi (asal Surabaya) 
mendapat pesanan di daerah Balas Klumprik, Sidoarjo. 
Konsumen memintanya untuk membelikan ayam crispy. Di 
                                                          
97 Selamet Juliansyah, Wawancara, Surabaya, 19 Maret 2018. 
98 Achmad Rusli, Wawancara, Surabaya, 1 April 2018. 


































perjalanan, konsumen menuntun driver menuju warung yang ia 
maksud via panggilan suara. Tiba di warung ayam crispy, driver 
menelefon kembali konsumen untuk memastikan ada tambahan 
makanan yang dipesan atau tidak, serta menanyakan ayamnya 
pedas atau tidak. 
       Pada kesempatan itu driver menyerahkan telefon yang 
masih aktif dengan tujuan si konsumen mengatakan langsung 
kepada penjual, tidak berlangsung lama si penjual langsung 
mengatakan kepada driver bahwa konsumen menginginkan 
ayam crispy pedas. Kemudian si penjual meminta uang terlebih 
dahulu pada driver, total dari pesanan tadi yaitu Rp.130.000,-. 
Setelah pesanan selesai dan nota telah difoto untuk menyatakan 
pick up, driver menuju ke alamat konsumen.  
       Sesampainya disana driver tidak menemukan alamat 
dengan benar, hingga ia memutari 3x daerah tersebut tetap saja 
ia tidak menemukan alamat rumah konsumen. Hingga lebih dari 
3x driver menelefon konsumen tetapi sayangnya tidak ada 
respon sama sekali, handhphone konsumen dalam keadaan mati. 
Hingga warga pun menanyai driver kenapa ia kebingungan, dan 
akhirnya mereka mengusulkan agar driver kembali pulang 


































dengan tangan kosong tanpa pembayaran ayam crispy dari 
konsumen.99 
 
4. Akibat Pembatalan Sepihak 
       Akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen 
sangat meresahkan driver, antara lain sebagai berikut dari segi: 
a. Tenaga  
       Driver bekerja keras membelikan pesanan konsumen dengan 
tenaga ekstra, belum lagi apabila pesanan terjadi pada siang hari 
yang sangat terik, jarak tempuh jauh serta belum faham atas warung 
yang dituju. Maka driver sangat dirugikan apabila terjadi 
pembatalan sepihak oleh konsumen. Segi tenaga merupakan akibat 
yang ditimbulkan dari latar belakang “order fiktif dan kesalahan 
teknis (error) pada sistem”. 100 
b. Financial 
       Driver kerap mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan 
oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, dari nominal 
pesanan yang kecil hingga mencapai nominal yang besar. Serta 
kerugian atas uang bensin jika sudah terlanjur menuju lokasi 
warung/restoran, namun kemudian konsumen membatalkannya. 
Rugi pulsa pula karena sudah menghubungi konsumen. Segi 
                                                          
99 Achmad Afik Sofiyandi, Wawancara, Surabaya, 27 Maret 2018. 
100 Moch. Fikri Setyawan, Wawancara, Surabaya, 12 Maret 2018. 


































financial merupakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang 
“order fiktif dan kesalahan teknis (error) pada sistem”.101 
c. Tidak dapat menerima orderan lain 
       Driver yang mengalami pembatalan sepihak pada akhirnya juga 
tidak dapat menerima orderan lain, karena tidak selesainya pesanan 
yang sebelumnya. Jadi pihak kantor yang dapat menyelesaikan 
pesanan tersebut, baru driver dapat menerima orderan lagi dari 
konsumen. Segi tidak dapat menerima orderan lain merupakan 
akibat yang ditimbulkan dari latar belakang “order fiktif”. 102   
d. Waktu 
       Driver harus menghubungi call center pusat (Jakarta) untuk 
konfirmasi jika terjadi pembatalan. Memang, dari pihak kantor 
memberikan ganti rugi. Namun terkadang prosesnya lama, dimana 
hal tersebut juga tetap merugikan driver karena kemungkinan driver 
juga membutuhkan uang ganti rugi secepatnya. Segi waktu 
merupakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang “order 
fiktif”.103 
e. Performa Menurun 
       Semakin performa menurun, semakin susah pula driver 
mengambil pesanan selanjutnya. Standart server perform dapat 
dikatakan berada di titik aman ketika mencapai 55%. Jadi faktor-
                                                          
101 Syaiful Amin, Wawancara, Surabaya, 8 Desember 2017. 
102 Achmad Afik Sofiyandi, Wawancara, Surabaya, 12 Maret 2018. 
103 Sutoyo, Wawancara, Surabaya, 17 Desember 2017. 


































faktor yang menyebabkan performa menurun yaitu driver melewati 
pesanan konsumen, driver meng-cancel pesanan konsumen, serta 
konsumen meng-cancel makanan yang ia pesan. Segi performa 
menurun merupakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang 
“order asli, order fiktif, kesalahan teknis (error) pada sistem”.104 
Tabel terkait latar belakang dan akibat adanya pembatalan sepihak   
No Latar Belakang Akibat 
1. 
Dalam data saya tidak ada 
driver yang mengalami 
kesalahan teknis (error) pada 
sistem 
Financial, performa menurun, 
tenaga 
2. 
Dalam data saya terdapat 5 




Dalam data saya terdapat 4 
driver yang mengalami order 
fiktif 
Tenaga, financial, waktu, tidak 
dapat menerima orderan lain, 
dan performa menurun 
Tabel 3.1
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ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 
 PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN GO-FOOD DI PT.  
GO-JEK INDONESIA-SURABAYA 
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen 
Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya 
       Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang} s{ah}i>h}, para ulama fiqh 
membaginya kepada dua macam, yaitu salah satunya akad yang bersifat 
mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak 
boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan 
sewa-menyewa.105  
       Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu 
dibagi lagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu salah satunya akad 
yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, 
seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, al-muza>ra’ah (kerja sama 
dalam pertanian) dan al-musa>qah (kerja sama dalam perkebunan). Dalam 
akad-akad seperti ini berlaku hak khiyar (hak memilih untuk meneruskan akad 
yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).106 
       Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ija>rah (sewa-
menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak 
                                                          
105 Wahbah az- Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adalatuhu dalam Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam 
Wa Adalatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240. 
106 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), 107. 


































lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara mu’jir 
(konsumen) dan musta’jir (driver). 
       Para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung 
tujuan tidak masyru’ (bertentangan dengan hukum syara’), sehingga 
menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram, hal tersebut 
menggambarkan perbuatan konsumen yang telah melakukan pembatalan 
sepihak atas pesanannya di layanan jasa Go-Food. Dapat dikatakan 
menimbulkan ke-mudharatan karena terdapat satu pihak (driver) yang 
dirugikan atas tindakan pihak lainnya (konsumen). Dirugikan baik dalam segi 
tenaga, financial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, maupun performa 
menurun. 
Dalam QS. Al-Zukhruf [43] : 32 
3.                                           
                                        
Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari 
apa yang mereka kumpulkan.107 
 
       Ayat diatas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya 
dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala 
fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan 
                                                          
107 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 
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takdir Allah supaya mereka saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang 
lain. Disinilah berlaku penjualan jasa karena seseorang tidak akan bisa 
melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Maka sudah 
sepantasnya konsumen berbuat baik terhadap driver yang karena jasanya 
konsumen dimudahkan mendapatkan makanan/minuman sesuai inginnya. 
H.R.Ibnu Majah :108 
 َرَمُع ِنْبِا ْنَعَو-اَمُه ْ نَع ُهللََّا َيِضَر- هيلع الله ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق :َلَاق  اوُطْعَأ( ملسو
) ُُهقَرَع هفَِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َيرِجَْلَْا   ُنْبِا ُهاَوَرهَجاَم 
Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya 
sebelum mengering keringatnya. 
 
       Hadits di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang 
yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak 
diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan 
sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran termasuk kedzaliman yang 
sangat dihindari oleh Nabi. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah 
kepada orang yang telah dimintai jasanya sangat dimurkai oleh Allah. 
Sebagaimana dalam sebuah H.R.Bukhari :109 
 َلَاق هنع الله يضر َةَر ْيَرُه بَِأ ْنَعَوع ُ هللََّا َلَاق ( ملسو هيلع الله ىلص ِهللََّا ُلوُسَر َلَاق : ىاا
  ُهََن َ َلَ َأَف , اًّرُح َعَبَ ٌلُجَرَو ,َرَدَغ ُهثُ بِ ىَطْعَأ ٌلَُجر :ِةَماَيِقَْلا َمْو َي ْمُهُمْصَخ َنََأ ٌَةثَلََث َو ٌلُجَر
 ُي َْلََو ,ُهْنِم َفَْو َتْسَاف , ًايرِجَأ َرَجْأََتْسِا) ُهَرْجَأ ِهِطْا   ٌمِلْسُم ُهاَوَر  
                                                          
108 Ibn. Majah, Sunan Ibn Majah. Hadith no.2434. Kitab: al-Ahka>m, Bab: Ajr al-Ajra> dalam Suqiyah 
Musyafa’ah, Hadist Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 94. 
109 Al Bukha>riy, s{ahih al-Bukha>riy. Hadith no 2109 dalam Maus{u>’ah al-Hadith ash-Shari>f, edisi ke-
2 (Ttp : Global Islamic Software Company, 1991-1997). 


































Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla 
berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari 
kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku 
kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu 
memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang 
pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak 
memberikan upahnya.110 
 
       Pada praktik di lapangan, masih banyak terjadi pembatalan sepihak oleh 
konsumen Go-Food dimana driver tidak mendapatkan pembayaran sesuai 
pesanan entah dari orderan asli maupun orderan fiktif. Padahal sudah jelas 
bahwa hal tersebut sangat dimurkai Allah, bahkan menjadi musuh-Nya pada 
hari kiamat.  
       Ketentuan pembayaran upah dan sewa antara lain; a) Ketika pekerjaan 
selesai dikerjakan, b) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan 
kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.111 Maka jika 
konsumen sudah memesan layanan jasa Go-Food, harus diimbangi pula 
dengan membayar sesuai nominal pesanan. Sebagaimana dijelaskan pula 
dalam QS. Al-Thalaq [65] : 6  
4.                                     
      
Artinya : Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 
mereka.112 
                                                          
110 Ibid. 
111 Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung : Alma ‘arif, 1988), 27. 
112 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 
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       Maka sudah sepantasnya ketika seseorang telah melakukan pekerjaannya, 
ia segera mendapat pembayaran atas jasanya.   
 
B. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen 
Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya 
1. UU RI NO. 8 Tahun 1999 (Pasal 4, 5, 6, dan 7) 
 
       Analisis pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food menurut UU RI 
No.8 Tahun 1999 yaitu terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan 
praktik di lapangan. Dijelaskan di UU RI No.8 Tahun 1999 pada pasal 4, 
5, 6, dan 7 mengenai hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku 
usaha, dan kewajiban pelaku usaha. Namun yang dapat dijadikan analisis 
terkait pembatalan sepihak oleh konsumen Go-Food meliputi : 
a. Pasal 4 
Hak konsumen : 113 
1) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
 
       Penjelasan pada poin (a) jelas, bahwa konsumen diberikan 
kesempatan dalam memilih makanan yang akan ia pesan di layanan 
Go-Food . Jadi tidak ada unsur paksaan di dalamnya. 
       Penjelasan pada poin (b) jelas, bahwa konsumen diberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga, ukuran, dan rasa 
terkait menu-menu yang ada di layanan Go-Food. 
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       Penjelasan pada poin (c) jelas, bahwa konsumen diberikan 
kesempatan mengungkapkan pendapat hal tersebut sudah dibuktikan 
pada pengaplikasian ketika memesan. Driver akan mengkonfirmasi 
kembali menu yang konsumen pesan, apakah sudah benar ataukah ada 
tambahan.  
 
b. Pasal 5 
Kewajiban konsumen adalah :114  
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa;  
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
 
       Penjelasan pada poin (a) jelas, bahwa konsumen wajib 
mengetahui segala prosedur atas pemakaian atau pemanfaatan 
barang/jasa yang akan digunakannya. Dengan begitu seorang 
konsumen yang sudah memilih menggunakan pemanfaatan jasa Go-
Food telah sadar sepenuhnya untuk tunduk dan patuh untuk 
melakukan pembayaran sesuai apa yang ia pesan. 
       Penjelasan pada poin (b) jelas, bahwa konsumen wajib 
beriktikad baik dalam transaksi pembelian barang/jasa namun pada 
praktik lapangannya konsumen Go-Food tidak melaksanakan 
transaksi dengan benar dan dapat dikatakan buruk tindakannya 
dengan melakukan pembatalan sepihak dimana ada driver yang 
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dirugikan baik dalam segi tenaga, finansial, tidak dapat menerima 
orderan lain, waktu, maupun performa menurun. 
       Penjelasan pada poin (c) jelas, bahwa konsumen wajib 
membayar sesuai harga yang telah disepakati namun pada praktik 
lapangannya konsumen yang di awal waktu sudah sadar sepenuhnya 
apabila ia memesan makanan melalui layanan jasa Go-Food pada 
aplikasi Go-Jek ia akan membayar sesuai dengan apa yang ia pilih. 
Tapi setelah beberapa waktu ia membatalkan dan mengurungkan 
untuk membayar jasa yang telah disepakati. 
 
c. Pasal 6 
Hak pelaku usaha adalah :115 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang  dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
 
       Penjelasan pada poin (a) jelas, bahwa hak pelaku usaha antara 
lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan namun pada praktik 
lapangannya driver yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha 
tidak menerima pembayaran sesuai pesanan konsumen apabila 
terjadi pembatalan sepihak.  
       Penjelasan pada poin (b) jelas, bahwa driver sudah sepantasnya 
mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
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beriktikad tidak baik, pada praktik lapangannya memang driver 
yang mengalami pembatalan sepihak akan mendapat ganti rugi dari 
kantor Go-Jek namun prosesnya lama serta tidak ada tindakan 
khusus terhadap konsumen yang telah melakukan pembatalan 
sepihak agar merasa jera. 
 
d. Pasal 7 
Kewajiban pelaku usaha adalah :116 
h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
i. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
       Penjelasan pada poin (a) jelas, bahwa pelaku usaha yaitu driver 
sudah beritikad baik dalam melakukan prosedur pembelian 
makanan sesuai pesanan konsumen.  
       Penjelasan pada poin (b) jelas, bahwa driver sudah memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai makanan yang akan 
dipesan oleh konsumen melalui telefon ketika berada di 
warung/restoran yang dimaksud konsumen. 
       Penjelasan pada poin (c) jelas, bahwa driver tidak melakukan 
tindak diskriminatif seperti melebihkan biaya pada makanan, jadi 
                                                          
116 Ibid. 


































sesuai pada aplikasi. Kecuali dalam keadaan, harga makanan pada 
warung belum di-upgrade oleh PT. Go-Jek. 
       Penjelasan pada poin (d) jelas, bahwa driver telah membawa 
makanan dengan baik ke tempat tujuan konsumen. Namun dalam 
keadaan lain ketika telah mengantar ke tempat konsumen, yang 
terjadi adalah orderan fiktif.  
Tabel terkait latar belakang, akibat adanya pembatalan sepihak, serta menurut 







Haram     : karena menimbulkan ke-mudharatan, dan dimurkai Allah. 
Batal   : karena konsumen melanggar kewajibannya seperti dijelaskan  di 
















Haram Batal  
(tidak 
diperbolehkan) 
2. Order Asli Performa menurun 
Haram Batal (tidak 
diperbolehkan) 
3. Order Fiktif 
Tenaga, financial, 
waktu, tidak dapat 
menerima orderan 
lain, dan performa 
menurun 
Haram Batal (tidak 
diperbolehkan) 


































2. KUH PER 
a. Pasal 1243 :117 
       Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 
dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan 
atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan. 
 
       Jika tidak terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak, 
kemudian seseorang dirugikan atas tindakan orang lain maka ia dapat 
menggunakan pasal 1243 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi.  
b. Pasal 1365 :118 
       “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian 
tersebut”. 
 
       Jika terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak, 
kemudian salah satunya merasa dirugikan maka ia dapat menggunakan 
pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, 
driver yang dirugikan atas tindakan konsumen yang melakukan 
pembatalan sepihak dapat menuntut kerugian dengan pasal 1365 KUH 
Perdata karena dengan konsumen memesan makanan adalah bentuk 
dari perjanjian.  
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118 Ibid.  




































       Pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 faktor yaitu kesalahan teknis 
(error) pada sistem aplikasi Go-Jek, order asli, dan adanya order fiktif. Dari 
latar belakang yang terjadi terdapat akibat yang sangat merugikan driver baik 
segi tenaga, financial, tidak dapat menerima orderan lain, waktu, dan performa 
menurun. Akibat pembatalan sepihak yang terjadi nampaknya tidak dirasa 
oleh konsumen (pelaku pembatalan). Mereka hanya mementingkan kebutuhan 
tanpa memperdulikan pihak lain yaitu driver. 
       Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam hukum Islam dan 
melanggar dalam hukum positif. Karena dari adanya pembatalan sepihak 
sangat merugikan pihak lain yaitu driver. Para ulama menjelaskan bahwa 
ija>rah (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa 
seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu 
antara mu’jir (konsumen) dan musta’jir (driver). Dijelaskan pula di UU RI No. 
8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran 
sesuai dengan kesepakatan. Maka ketika driver tidak mendapatkan haknya, ia 








































       Berdasarkan praktik pembatalan sepihak yang terjadi, maka dapat 
diusulkan beberapa saran yang bermanfaat adalah sebagai berikut : 
1. Kantor Go-Jek 
a. Dalam pemberian ganti rugi kepada driver yang mengalami 
pembatalan sepihak sebaiknya cepat diproses secara merata. 
b. Perbaikan server untuk mengantisipasi terjadinya error pada sistem 
yang dapat memicu cancel otomatis (tidak dilakukan baik oleh 
konsumen maupun driver). 
c. Adanya tindakan tegas dari PT. Go-Jek terhadap konsumen yang telah 
melakukan pembatalan sepihak. Bentuk perlindungan bisa seperti 
diwajibkan membayar setengah harga dari total yang dipesan atau 
akun konsumen dapat diblock untuk beberapa waktu supaya tidak bisa 
menggunakan layanan pada aplikasi Go-Jek.  
2. Driver 
a. Dapat menuntut jika mengalami kerugian atas pembatalan sepihak 
yang dilakukan konsumen dengan menggunakan pasal 1365 KUH Per. 
 
3. Konsumen (masyarakat pengguna layanan Go-Food) 
a. Lebih peduli terhadap pelaku usaha (driver). 
b. Mengesampingkan ego dan kebutuhan pribadi. 
c. Melakukan pembayaran sesuai nominal yang disepakati. 
d. Tidak melakukan penipuan melalui order fiktif. 
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